
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, 
diperlukan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintahan daerah; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, efektifitas 
dan akuntabilitas serta untuk mewujudkan pembentukan 
produk hukum daerah yang baik dan berkualitas, perlu 
diatur ketentuan mengeriai Standar Operasional Prosedur 
penyusunannya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pcrlu me nctapka n Pcraturan 
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelesaian 
Produk Hukum Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 385); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Pasal3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan periempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Karanganyar. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal2 
SOP Penyelesaian Prociuk Hukum Daerah berupa Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan 
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN 

PRODUK HUKUM DAERAH 

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan 
mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah 
Dae rah. 

12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap 
suatu masalah tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam penyusunan 
Ranperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masyarakat. 

13. Konsultasi Publik adalah bagian dari kegiatan penyusunan 
rancangan produk hukum daerah untuk menjaring 
aspirasi/masukan masyarakat mengenai produk hukum 
daerah yang akan disusun. 

14. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah 
dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah 
atau Serita Daerah. 

11. S tan d ar O perasional P rosedur yang se lan ju tnya  d isingkat 
SOP adalah  serangkaian  pe tu n ju k  tertu lis  yang d ibakukan  
m engenai proses penyelenggaraan tu g as-tu g as Pem erintah 
D aerah.

12. N askah Akadem ik adalah  n a sk ah  hasil penelitian  a tau
pengkajian  h ukum  dan hasil penelitian lainnya terhadap  
su a tu  m asalah  te rten tu  yang d apat
d ipertanggungjaw abkan secara  ilm iah m engenai 
p en g atu ran  m asalah  te rseb u t dalam  p enyusunan  
R anperda sebagai solusi te rh ad ap  pe rm asa lah an  dan 
k e b u tu h a n  h u kum  m asyarakat.

13. K onsultasi Publik adalah  bagian dari kegiatan  pen y u su n an  
ran can g an  p roduk  h u k u m  daerah  u n tu k  m enjaring 
a sp ira s i/m a su k a n  m asyaraka t m engenai p roduk  hukum  
d aerah  yang akan  d isu sun .

14. P engundangan  adalah  penem patan  p roduk  h u k u m  daerah  
dalam  Lem baran D aerah, T am bahan  L em baran D aerah 
a ta u  Berita D aerah.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN 

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2
SOP Penyelesaian Produk H ukum  D aerah be ru p a  P era tu ran  
D aerah, P era tu ran  Bupati, K epu tusan  B upati dan  K eputusan  
Kepala Perangkat D aerah sebagaim ana te rcan tu m  dalam  
L am piran yang tidak  te rp isahkan  dari P era tu ran  B upati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku pada  tanggal d iundangkan . 
Agar setiap  orang m engetahuinya, m em erin tahkan  
pengundangan  Peratu ran  B upati ini dengan penem patarinya 
dalam  Berita D aerah K abupaten K aranganyar.
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No. Aktivitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan 

JP2HD Sekretaris Kepala Perangkat Waktu output 
Daer ah 

I. Penerimaan Usulan 7 hari Draft (Apabila tidak atau 
Unit/Bagian/Bidang Pemrakarsa dan I I terharmonisasi belum disetujui 
Harmonisasi draft Keputu san Kepala dikembalikan ke 
Perangkat Daerah Unit/Bagian/ Bidang 

Pemrakarsa untuk 

Ya diperbaiki dan meminta 
Unit/Bagian/ Bidang 
Pemrakarsa untuk 
menyerahkan draft 
penyempumaan) 

2. Penandatanganan <:;> 1 hari SK .... , I 
....... I ditandatangani 

3 Pcnomoran dan tanggal serta I hari yang sarna SK Kepala 
Pcnycruhnn ke unit/ Bagian/ Bi dang I ·- dengan tanggal Perangkat I' 
Pcrnrakarsa periandatanganan Daerah Final dan 

Penyerahan SK 
Kepala Perangkat 
Daerah 

C. FLOWCHART SOP PENYELESAIAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH C. FLOWCHART SOP PENYELESAIAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

No. Akti vitas Pelaksana Mutu Baku Keterangan

JP2HD Sekretaris Kepala Perangkat 
Daerah

Waktu output

1. Penerim aan Usulan 
U nit/B agian/B idang Pem rakarsa dan 
Harmonisasi draft K eputusan Kepala 
Perangkat Daerah

1

Ya

7 hari Draft
terharm onisasi

(Apabila tidak atau 
belum disetujui 
dikembalikan ke 
U nit/B agian/ Bidang 
Pem rakarsa un tuk  
diperbaiki dan meminta 
U nit/B agian/ Bidang 
Pem rakarsa un tuk  
m enyerahkan draft 
penyem purnaan)

2. Penandatanganan 1 hari SK
ditandatangani

3 Pcnomoran dan tanggal serta 
Penyerahan ke unit/B agian /B idang  
Pem rakarsa

hari yang sam a 
dengan tanggal 
penandatanganan

SK Kepala 
Perangkat 
Daerah Final dan 
Penyerahan SK 
Kepala Perangkat 
Daerah

BUPATI KARANGANYAR.
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